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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengakuan pendapatan klaim 

asuransi kesehatan pada RSU ‘Aisyiyah Padang. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, metode pengakuan pendapatan 

klaim asuransi kesehatan pada rumah sakit menggunakan metode cash basis yang 

didasarkan pada aktivitas kas perusahaan. Proses pengakuan pendapatan klaim 

asuransi BPJS kesehatan harus melewati beberapa tahap, syarat serta ketentuan 

yang disepakati lalu diajukan ke pihak asuransi BPJS hingga terverifikasi klaim 

tersebut. Klaim yang telah terverifikasi akan di cairkan via bank baru diakui 

sebagai pendapatan pada rumah sakit. RSU  ‘Aisyiyah Padang belum menerapkan 

pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 23, karena metode cash basis belum 

bisa menggambarkan kinerja manajemen dalam menganggarkan biaya-biaya yang 

berhubungan dengan kegiatan operasional. 

Kata Kunci : Pengakuan, Pendapatan, Asuransi BPJS, Verifikasi Klaim 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejalan perkembangan perekonomian yang sangat pesat pada masa 

sekarang ini, maka akuntansi sebagai alat bantu untuk mengkomunikasikan 

informasi mengenai transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan. 

Transaksi-transaksi ini dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan yang 

digunakan sebagai informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan. Disamping 

itu kecenderungan untuk mengambil keputusan atas dasar data-data keuangan 

yang dapat dipercaya sehingga akuntansi menjadi sangat penting dalam 

perusahaan. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah suatu kerangka 

prosedur petunjuk untuk pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi 

peraturan yang berkaitan dengan pencatatan, penyusunan, perlakuan, serta 

penyajian laporan keuangan. PSAK menetapkan dasar-dasar penyajian laporan 

keuangan yang memiliki tujuan umum (general purpose financial statements) 

untuk bisa dibandingkan dengan baik dengan laporan keuangan yang sebelumnya 

ataupun laporan keuangan lainnya (iaiglobal.or.id). 

Berdasarkan PSAK No 23 pengakuan pendapatan dengan Standar 

Akuntansi Keuangan, dimana pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang 

dapat diterima. Jumlah Pendapatan timbul dari transaksi hasil persetujuan antara 

entitas dengan pembeli. Jumlah pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar 

imbalan yang diterima dikurangi jumlah diskon usaha dan rabat volume yang 

diperbolehkan oleh entitas. Jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang dan
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jasa dengan sifat dan nilai serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap 

sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. 

 

Menurut Mutmainnah (2015) klaim atau pendapatan asuransi bagi rumah 

sakit merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan pihak penanggung atas dasar 

pertanggungjawaban terhadap pihak tertanggung yang telah melakukan perjanjian 

sesuai dengan bentuk penanggulangan risiko dan tarif premi yang telah 

diberlakukan oleh kedua belah pihak. Klaim sebuah permintaan resmi kepada 

perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan 

perjanjian, dengan klaim peserta asuransi dapat memperoleh hak-hak berdasarkan 

perjanjian pertanggungan untuk mendapatkan manfaat atas suatu kerugian 

(Khotimah, 2014). 

Basis akuntansi merupakan himpunan dari standar-standar akuntansi yang 

menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya tersebut 

diakui untuk tujuan pelaporan keuangan (Halim, 2012:43). Basis akuntansi 

menentukan asumsi yang akan dipakai dalam melakukan pencatatan dan 

pelaporan dan juga basis akuntansi yang akan dipilih akan mempengaruhi 

arsitektur standar akuntansi yang akan dibangun, baik kerangka konseptual 

maupun pernyataan yang terkait dengan kapan transaksi diakui dan berapa besar 

nilainya (Noerdiawan, 2007:129). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 

ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang 

menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja 

berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran 

berbasis kas. 
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Menurut Hoesada (2015:78) “Basis Akrual (accrual basis) merupakan 

basis akuntansi yang pendapatan diakui saat dihasilkan tanpa perlu 

memperhatikan penerimaan kas (dapat lebih dahulu, atau arus kas masuk tunai, 

atau belakangan atau pendapatan kredit), dan beban diakui saat terjadinya beban 

tanpa perlu memerhatikan pembayarannya (dibayar dimuka, biaya saat tunai, atau 

biaya timbul walau belum dibayar)”. 

Basis kas (cash basis) merupakan basis kas yang paling sederhana. Dalam 

basis ini transaksi ekonomi dan kejadian yang terjadi diakui ketika kas diterima 

atau dibayarkan. Basis kas ini dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah yaitu 

untuk mengetahui penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode 

(Harun, 2009:131).  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 

Tahun 2018, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

Rumah Sakit Umum (RSU) ‘Aisyiyah Padang merupakan rumah sakit 

umum swasta tipe C dan akreditasi perdana pada Desember 2017. Rumah sakit ini 

mulai beroperasi sejak tanggal 16 Oktober 1987, sudah berdiri lama sehingga 

terus mengadakan perubahan disemua bidang agar dapat memberikan pelayanan 

baik kepada pasien. RSU ‘Aisyiyah Padang memiliki visi yang dicintai 

masyarakat dan misi meningkatkan citra Rumah Sakit yang Islami, memberikan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas dan professional serta meningkatkan tata 

kelola rumah sakit.  
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Rumah sakit memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan 

menjadi pendapatan bagi RSU ‘Aisyiyah Padang. Pendapatan rumah sakit 

biasanya berasal dari pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. 

Pendapatan operasional diperoleh dari pendapatan rawat jalan, pendapatan rawat 

inap, pendapatan tindakan medis dan pendapatan lain-lainnya. Pendapatan non 

operasional diperoleh dari pendapatan jasa giro dan keuntungan penjualan aktiva 

tetap. Rumah Sakit juga mengeluarkan beban berupa beban pelayanan dan beban 

administrasi umum. 

Secara umum pendapatan terbesar RSU ‘Aisyiyah Padang berasal dari 

klaim asuransi, karena adanya program jaminan kesehatan (JAMKESMAS) 

sebagian besar masyarakat menggunakan asuransi kesehatan. Program 

JAMKESMAS memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk 

menjamin masyarakat agar kebutuhan kesehatannya yang layak dan dapat 

terpenuhi. 

Kendala yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan yang dihadapi 

oleh rumah sakit yaitu adanya kontrak kerja sama dengan pihak ketiga atau 

penanggung. Pada saat ini pihak rumah sakit memberikan fasilitas pembiayaan 

kredit yang ditanggung oleh perusahaan asuransi kesehatan pemerintah maupun 

asuransi kesehatan swasta, seperti asuransi inthealth, axa life, dan BPJS. 

Asuransi mandiri inhealth merupakan perusahaan asuransi jiwa dan 

kesehatan dengan jaminan kesehatan komersial untuk perusahaan swasta, BUMN, 

dan institusi pemerintahan yang dikelola PT. Asuransi jiwa Inthealth Indonesia. 
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Salah satu produk unggulannya adalah asuransi kesehatan karyawan yang 

memberikan manfaat polis seperti santunan harian rawat inap dan rawat jalan, 

manfaat layanan obat, asuransi melahirkan untuk tertanggung karyawan 

perusahaan. 

Axa life asuransi juga merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa, 

yang memberikan proteksi kesehatan dengan program dan manfaat terbaik yang 

didedikasikan untuk melindungi masyrakat dan properti. Axa asuransi ini adalah 

salah satu jenis pembayaran asuransi jiwa melalui jenis bank yang sudah terdaftar 

di dalamnya. 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) merupakan Badan 

Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk 

menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat 

Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan 

TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan 

Usaha lainnya ataupun rakyat biasa (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggar Jaminan Sosial). 

Proses pembayaran yang dilakukan penjamin asuransi tidak langsung dapat 

diterima oleh pihak rumah sakit. Besarnya biaya pelayanan kesehatan harus 

dibebankan sementara kepada rumah sakit, sesuai dengan perjanjian kerja sama. 

Dalam ketentuan perjanjian kerja sama berdasarkan Undang-Undang No. 24 

Tahun 2011 : 
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1. Ketentuan perjanjian kerja sama yang telah disepakati, 

2. Proses pembayaran layanan kesehatan atas pasien ditanggung oleh pihak 

penjamin asuransi, 

3. Dilakukan paling lambat 1-30 hari kerja, setelah berkas pasien dan surat 

piutang dari rumah sakit dikirimkan. 

Berdasrkan penelitian tentang pengakuan pendapatan yang sudah 

dilakukan baik pada lembaga keuangan maupun perusahaan-perusahaan swasta 

Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan bervariasi mulai dari pengakuan, 

pengukuran, pengungkapan dan berbagai aspek yang berkaitan dengan perlakuan 

akuntansi. Ritonga (2019) melakukan penelitian mengenai Analisis Penerapan 

PSAK No. 23 Tentang Pendapatan (Studi Kasus PT Suriatama Mahkota Kencana 

Suzuya Plaza Hotel Rantau Prapat) dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengakuan atas pendapatan belum sepenuhnya di catat dengan metode accrual 

basis masih ada yang menggunakan cash basis. Yakni ketika pemesanan kamar 

secara langsung di hotel oleh costumer maka pembayaran dilakukan di awal dan 

dicatat sebagai kas dan pendapatan. Berbeda dengan pesanan melalui aplikasi 

maka pencatatan dilakukan setelah mendapatkan transfer dari pihak aplikasi 

tersebut, sehingga pencatatan atas pengakuan pendapatan di Suzuya Hotel belum 

sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 23. 

Mufti (2021) melakukan penelitian mengenai Pengakuan Pendapatan Dan 

Biaya Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Pusat 

Wahidin Sudirohusodo Di Makassar dan hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 

(1) Penyusunan laporan pendapatan dan biaya bulanan diperoleh setelah adanya 

pencatatan penerimaan pendapatan dan biaya dari kegiatan operasional rumah 

sakit yang dilakukan setiap hari. (2) Metode accrual basis diterapkan untuk 
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pengakuan pendapatan dan biaya dimana pendapatan dan biaya diakui pada saat 

penyelesaian pemberian jasa. (3) Sistem akuntansi telah diterapkan dalam 

pelaporan keuangan di RSUP Wahidin Sudirohusodo dengan baik. Hal ini terbukti 

dengan wajarnya laporan keuangan terlampir khususnya dalam semua hal material 

pada posisi keuangan BLU-RSUP Wahidin Sudirohusodo tanggal 31 Desember 

2017 serta adanya kesesuaian pencatatan dengan SAK. (4) Pengakuan pendapatan 

dan biaya RSUP Wahidin Sudirohuso mengikuti pedoman PSAK 23 yang berarti 

bahwa pelaporan keuangan telah sesuai dengan SAK. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Analisis Pengakuan Pendapatan Klaim 

Asuransi Kesehatan Berdasarkan PSAK 23 Pada Rumah Sakit Umum (RSU) 

‘Aisyiyah Padang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap perusahaan/instansi 

menghadapi berbagai masalah dan hambatan, dan permasalahan itu selalu berbeda 

antara setiap perusahaan/instansi. Maka dari itu, penulis merumuskan masalah 

pada RSU ‘Aisyiyah Padang yaitu, “Bagaimana proses pengakuan pendapatan 

atas klaim asuransi kesehatan berdasarkan PSAK 23 pada RSU ‘Aisyiyah 

Padang”? 

1.3  Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih 

terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan 
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tercapai. Batasan dalam penelitian ini hanya membahas pendapatan atas klaim 

asuransi Kesehatan, dan tidak membahas pendapatan keseluruhan dari pendapatan 

RSU ‘Aisyiyah Padang. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pengakuan 

pendapatan atas klaim asuransi kesehatan berdasarkan PSAK 23 di RSU 

‘Aisyiyah Padang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi, Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi perusahaan/ 

instansi dalam mengambil kebijakan mengenail analisis pengakuan 

pendapatan atas klaim asuransi kesehatan berdasarkan PSAK 23 di RSU 

‘Aisyiyah Padang. 

2. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

analisis pengakuan pendapatan atas klaim asuransi kesehatan berdasarkan 

PSAK 23 di RSU ‘Aisyiyah Padang. 

3. Bagi pembaca, sebagai bahan referensi tambahan yang membutuhkan 

informasi berkaitan maupun pihak yang berkepentingan.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kosep Teoritis 

2.1.1 Pengertian Asuransi 

Menurut Al-Arif (2012:212) “Asuransi merupakan sebuah mekanisme 

perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang 

akan datang dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan 

ganti rugi dari pihak penanggung”. 

Asuransi pada awalnya merupakan sutau kelompok yang bertujuan 

membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari 

kesulitan pembiayaan. Secara umum, konsep asuransi dibuat oleh sekelompok 

orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak 

dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang anggota perkumpulan 

itu, kerugian akan ditanggung bersama oleh mereka, Menurut Al-Arif (2015:371). 

Asuransi adalah suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 246 KUHD 

(Kitab Undang-undang Hukum Dagang), yaitu suatu perjajian seorang 

penanggung yang mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan suatu premi, 

untuk memberikan pengantian kepadanya karena suatau kerugian, kerusakan, atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena 

suatu peristiwa yang tidak tertentu, Sastra (2012:145). 
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Dari beberapa definisi di atas, dapat diisimpulkan bahwa asuransi adalah 

sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih dari pihak tertanggung 

membayarkan iuran/kontribusi/premi untuk mendapatkan penggantian atas resiko 

kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang 

tidak terduga. 

2.1.2 Jenis-Jenis Asuransi Di Indonesia 

Menurut Ktut (2009:43) asuransi dapat diklasifikasikan berdasarkan 

kejadian yang tidak dikehendaki. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai 

beberapa jenis asuransi tersebut:  

1. Asuransi Jiwa 

a) Asuransi kecacatan, merupakan asuransi yang memberikan 

perlindungan terhadap aliran pendapatan bila pihak tertanggung 

mengalami cacat fisik sehingga tidak bisa bekerja dan melakukan 

aktifitas seperti biasa. 

b) Anuitas, merupakan produk asuransi yang menjamin aliran 

pendapatan seumur hidup. Produk ini biasanya lebih banyak 

digunakan oleh pihak yang memiliki kesehatan fisik baik dan 

memiliki riwayat hidup yang panjang. 

c) Asuransi kesehatan, merupakan asuransi yang memberi proteksi 

terhadap biaya kesehatan yang semakin hari semakin mengalami 

kenaikan dan mahal, oleh karena itu asuransi kesehatan individu 

menjadi sangatlah mahal.  

d) Asuransi jiwa berjangka, merupakan asuransi yang memberikan 

manfaat bila tertanggung mengalami kematian tetapi tidak ada 

peningkatan kas. Semakin tua umur tertanggung maka semakin tinggi 

probibalitas kematiannya sehingga biaya premi akan semakin 

meningkat.  

e) Asuransi jiwa penuh, merupakan produk asuransi yang memiliki dua 

ciri, yaitu membayar sejumlah nilai tertentu pada saat kematian pihak 

tertanggung dan mengakumulasikan nilai tunai yang dipinjam oleh 

pemilik polis.  

f) Asurani jiwa universal, merupakan produk asuransi yang memberikan 

manfaat dari kombinasi antara asuransi jiwa berjangka dan penuh. 

Dengan premi yang sama dengan asuransi jiwa penuh, manfaat yang 

diberikan akan semakin besar karena sebagian premi akan digunakan 

untuk membeli asuransi jiwa berjangka dan sisanya digunakan untuk 

investasi yang bebas dari pajak. 
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2. Asuransi kesehatan, merupakan asuransi yang memberikan perlindungan 

berupa santunan untuk menjalani rawat inap maupun rawat jalan, yang 

dapat berlaku baik dirumah sakit dalam negeri dan luar negeri. 

3. Asuransi kecelakaan diri, merupakan asuransi yang memberikan 

perlindungan financial atas musibah cacat tetap maupun meninggal dunia 

yang diakibatkan oleh kecelakaan. 

4. Asuransi properti, merupakan asuransi yang memberikan perlindungan 

lengkap bagi bangunan rumah beserta isinya, mulai dari kebakaran, 

kebongkaran, kerusuhan, banjir, dan gempa bumi serta tanggung jawab 

hukum kepada pihak ketiga. 

5. Asuransi perjalanan, merupakan asuransi yang memberikan perlindungan 

atas perjalanan beserta hal-hal yang terjadi didalamnnya. 

2.1.3 Manfaat Asuransi 

Asuransi mempunyai manfaat bagi pihak tertanggung antara lain :  

1. Rasa aman dan perlindungan  

2. Asuransi dapat dijadikan sebagai tabungan dan sumber pendapatan 

3. Polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit 

4. Pendistribusian manfaat  

Menurut Darmawi, (2010:1) asuransi mempunyai banyak manfaat antara 

lain :  

a) Asuransi menyelidiki risiko investasi, yaitu risiko unsur fundamental 

dalam perekonomian bebas dan bila suatu perusahaan berusaha untuk 

memperoleh keuntungan dan ketidakpastian tidak dapat dihindarkan, maka 

asuransi mengambil alih resiko itu.  

b) Asuransi sebagai sumber dana investasi, yaitu usaha perasuransian sebagai 

salah satu lembaga keuangan nonbank yang menghimpun dana 

masyarakat, dan semakin penting peranannya sebagai sumber modal untuk 

investasi diberbagai bidang.  

c) Asuransi untuk melengkapi persyaratan, yaitu kredit pemberi kredit tidak 

hanya tertarik dengan keadaan perusahaan serta kekayaannya yang ada 

saat ini, tetapi juga sejauh mana perusahaan tersebut telah melindungi diri 

dari kejadian-kejadian yang tak terduga dimasa depan.  

d) Asuransi dapat mengurangi kekhawatiran, yaitu fungsi primer dari 

asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat ketidak pastian. 

e) Asuransi mengurangi biaya modal, yaitu tingkat resiko dan pengembalian 

modal berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.  
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f) Asuransi menjamin kestabilan perusahaan, bagi perusahaan asuransi 

sebagai Goodwill antara kelompok pimpinan dan karyawan asuransi. 

g) Dapat meratakan hubungan, yaitu dengan berusaha menentukan biaya-

biaya “kebetulan” yang mungkin dialami pada masa yang akan datang 

melalaui program asuransi, pihak perusahaan akan dapat 

mempertimbangkan atau memperhitungkan total biaya untuk produk yang 

dijualnya.  

h) Asuransi dapat menyediakan layanan profesional, perusahaan asuransi 

mempunyai karyawan yang ahli di bidang asuransi untuk membantu para 

tertanggung tanpa adanya bayaran tambahan.  

i) Asuransi mendorong usaha pencegahan kerugian, perusahaan asuransi 

memberikan perlindungan yang cukup wajar untuk menghilangkan atas 

memperkecil kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian. 

j) Asuransi membantu memelihara kesehatan, perusahaan asuransi 

melakukan pengecekan kesehatan berkala kepada para pemegang polis.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan manfaat asuransi bagi pihak 

tertanggung adalah memberikan rasa aman terhadap segala kemungkinan resiko, 

sedangkan bagi pihak perusahaan selaku badan usaha adalah memperoleh laba 

yang disebut premi. 

2.1.4 Fungsi Asuransi 

Menurut Nutisusastro (2013:3), fungsi asuransi dalam menunjang 

perkembangan ekonomi sedikitnya diwujudkan melalui tujuh cara:  

a) Asuransi mempromosikan stabilitas keuangan dan mengurangi rasa 

kegelisahan. 

b) Asuransi swasta dapat mensubtitusi peran pemerintah dalam 

melaksanakan program security.  

c) Asuransi memfasilitasi kegiatan perdagangan dan kegiatan komersial 

lainnya.  

d) Asuransi memobilisasi dana masyarakat secara nasional.  

e) Asuransi membantu pengelolaan risiko dengan lebih efisien.  

f) Asuransi dan reasuransi memiliki insentif ekonomi untuk membantu para 

pemegang polis dalam memperkecil risiko.  

g) Manfaat asuransi kepada perkembangan ekonomi adalah bahwa asuransi 

mendorong alokasi modal yang dimiliki oleh pemerintah dengan lebih 

efisien. 
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2.1.5 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Badan Penyelenggar Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang 

dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (Pasal 1 Ayat 1 UU 

No. 24 Tahun 2011). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan 

hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan 

perogram jaminan sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah trasformasi dari badan penyelenggara 

jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk 

badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial. 

(Putri, 2014:7). 

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang BPJS menyebutkan bahwa BPJS 

Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Selanjutnya, 

mengenai tugas dari BPJS, disebutkan dalam Pasal 10 bahwa dalam 

melaksanakan fungsinya, BPJS bertugas untuk:  

a)  Melakukan atau menerima pendaftaran peserta;  

b)  Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;  

c)  Menerima bantuan iuran dari pemerintah;  

d)  Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta;  

e)  Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;  

f)  Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan 

sesuaidengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan  

g)  Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial 

kepada Peserta dan masyarakat. 

BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk pemerintah 

Indonesia khusus yang bertujuan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan 

nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial yang selanjutnya yang disebut dengan UU BPJS menyebutkan 

bahwa,”BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan perogram jaminan 
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kesehatan”. Jaminan kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara 

nasional berdasarkan prinsip asurani sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan 

menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. (Putri, 2014:20). 

Pasal 2 UU BPJS, disebutkan BPJS menyelenggarakan sistem jaminan 

sosial nasional berdasarkan asas: (1) kemanusian, (2) manfaat, dan (3) keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat indonesia. 

Pasal 3 UU BPJS, meyebut bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan 

terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang 

layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam Penjelasan Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar hidup” adalah kebutuhan esensial 

setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

2.1.6 Pendapatan 

Menurut Harnanto (2019:102) menuliskan bahwa pendapatan adalah 

“kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas 

perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang 

dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya. 

Menurut Sochib (2018:47) pendapatan merupakan aliran masuk aktiva 

yang timbul dari penyerahan barang/jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha 

selama periode tertentu. Bagi perusahaan, pendapatan yang diperoleh atas operasi 
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pokok akan menambah nilai aset perusahaan yang pada dasarnya juga akan 

menambah modal perusahaan. Namun untuk kepentingan akuntansi, penambahan 

modal sebagai akibat penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain dicatat 

tersendiri dengan akun pendapatan. 

Menurut Samryn (2016:57) pendapatan adalah kenaikan aktiva atau 

pengurangan kewajiban yang bersumber dari penyerahan barang atau jasa dalam 

kegiatan komersial perusahaan. Hasil perolehan pendapatan yang belum 

direalisasikan menjadi kas disebut piutang dan setelah direalisasikan piutang 

tersebut berubah menjadi kas. 

Dilihat dari berbagai definisi para ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan 

oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan atau jasa kepada 

pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk 

meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam 

penyerahan barang atau jasa. 

2.1.7 Pengakuan Pendapatan 

Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah 

menentukan pengakuan pendapatan. Kadang-kadang terdapat penyerahan barang 

atau jasa yang menghasilkan pendapatan pada saat yang sama dan ada kalanya 

penyerahan barang dan jasa dilakukan terlebih dahulu sedangkan imbalannya atau 

pendapatannya diterima kemudian, maka disini timbul suatu masalah yang 

berkaitan dengan kapan suatu pendapatan itu diakui dan dicatat besarnya. Sesuatu 

dapat diakui apabila telah memenuhi definisi dari elemen dan dapat dipercaya 
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pengukurannya dengan unit moneter. Pendapatan dapat diakui apabila memenuhi 

kriteria sebagai berikut (Sutjipto, 2019 : 45) : 

a. Pendapatan tersebut telah direalisasi dalam bentuk uang. 

b. Pendapatan tersebut telah diperoleh dimana prosesnya telah dianggap 

lengkap. 

Pengakuan pendapatan pada akhirnya diharapkan menguntungkan 

perusahaan yaitu berupa laba yang diperoleh. Ada dua metode pencatatan 

akuntansi yang dapat dilakukan yaitu (Tangkere et al., 2017 : 1361) : 

1) Metode kas basis (cash basis), yaitu proses pencatatan suatu transaksi 

akuntansi dimana transaksi dicatat saat menerima ataupun mengeluarkan 

kas, dan pendapatan akan dicatat pada saat menerima kas, sedangkan 

beban dicatat pada saat mengeluarkan kas. 

2) Metode akrual basis (accrual basis), yaitu proses pencatatan suatu 

transaksi akuntansi dimana transaksi dicatat pada saat terjadi, meskipun 

belum menerima ataupun mengeluarkan kas. 

 

2.1.8 Pendapatan Premi 

Menurut Amrin (2006:108) “Premi adalah pembayaran sejumlah uang 

yang dibayarkan oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung untuk 

mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan atau barang. 

Penggantian kerugian tentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atas 

pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Sejumlah uang yang 

dibayarkan oleh pihak tertangung dan diterima oleh penanggung sebagai 

pengganti suatu kerusakan kerugian maupun ababila terjadi kehilangan 

tertanggung kepada penanggung”.  
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Jumlah seberapa besar premi dapat ditentukan dari seleksi risiko yang 

dihasilkan oleh underwriter maupun apabila perusahaan telah menyeleksi risiko 

atas permintaan calon tertanggung sehingga calon  tertanggung membayar premi 

asuransi sesuai tingkat risiko berdasarkan kondisinya masing-masing. Besarnya 

premi atas keikut sertaan di asuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh 

perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung. 

Pendapatan yang biasanya diperoleh oleh perusahaan dalam suatu periode 

tertentu tergantung kepada jenis usaha yang dikelola oleh perusahaan tersebut. 

PSAK No. 36 mengenai standar akuntansi untuk asuransi jiwa, menyebutkan ada 

tiga jenis pendapatan yang diterima oleh perusahaan asuransi jiwa, yaitu : 

1) Premi Kontrak Asuransi Jangka Pendek  

Premi kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan dalam 

periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteki asuransi yang 

diberikan. Jika periode risiko berbeda secara signifikan dengan periode 

kontrak, maka premi diakui sebagai pendapatan selama periode risiko 

sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. 

2) Premi Selain Kontrak Asuransi Jangka Pendek  

Premi selain kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan 

pada saat jatuh tempo dari pemegang polis.  

3) Pendapatan Lain-Lain 

Komisi reasuransi dan komisi keuntungan reasuransi diakui sebagai 

pendapatan lain. 

Pendapatan premi disajikan sedemikian rupa sehingga menunjukkan 

jumlah premi bruto, premi asuransi, dan kenaikan (penurunan) premi yang belum 

merupakan pendapatan. Premi asuransi disajikan sebagai pengurangan premi 

bruto. 
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a. Premi bruto adalah premi yang diperoleh dari pemegang polis 

b. Premi reasuransi adalah bagian premi bruto yang menjadi hak reasuradur 

berdasarkan perjanjian 

c. Premi lain-lain yang diterima perusahaan adalah pendapatan yang 

dihasilkan dari kegiatan diluar kegiatan investasi. 

d. komisi reasuransi dan komisi keuntungan reasuransi diakui sebagai 

pendapatan lain. 

2.1.9 Klaim Asuransi 

Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi kepada perusahaan 

asuransi, untuk meminta pembayaran akibat terjadinya risiko yang telah 

diperjanjikan tertanggung dan penanggung berdasarkan akta polis (widayati, 

2019:5). Klaim adalah suatu pernyataan hak untuk pembayaran, seperti ketika 

seorang pelanggan memberitahukan kerugian perusahaan dari produk-produk 

yang rusak dan percaya bahwa kerugian tersebut memberikan ganti rugi (Lestari 

dan Widagdo, 2018:8). 

Klaim BPJS merupakan pengajuan biaya perawatan pasien peserta BPJS 

oleh pihak rumah sakit kepada pihak BPJS Kesehatan, dilakukan secara kolektif 

dan ditagihkan kepada pihak BPJS Kesehatan setiap bulannya, Arditya (2015). 

Supaya mendapatkan biaya ini, pihak rumah sakit wajib menyerahkan dokumen 

bukti sebagai syarat pengajuan klaim. Dalam mengajukan berkas klaim, apabila 

ditemukan berkas persyaratan tidak lengkap besar kemungkinan terjadi 

pengembalian berkas klaim sehingga dapat merugikan rumah sakit karena 

memperlambat proses pembayaran klaim atau di sebut juga dengan klaim 
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pending. Aliran kas rumah sakit terganggu akibat permasalahan dalam 

pembayaran klaim. Permasalahan proses klaim juga dapat mempengaruhi 

kegiatan operasional rumah sakit sebagai akibat dapat tidak tercukupinya data 

yang diperlukan. 

2.2 PenelitianTerdahulu 

No 

Nama 

Peneliti/ 

Tahun 

Judul Kesimpulan 

1. Putri 

(2021) 

Pengaruh 

Klaim 

Asuransi, Hasil 

Investasi, 

Beban 

Operasional 

Terhadap Laba 

Perusahaan 

Asuransi 

Syariah Di 

Indonesia 

Tahun 2016-

2019 

Hasil analisis regresi menunjukkan 

bahwa hasil regresi data panel 

menggunakan Fixed Effect Model. 

Setelah dilakukan pengujian data 

dengan menggunakan taraf 

signifikansi 0,05 dari uji T didapatkan 

hasil penelitian bahwa variabel klaim, 

hasil investasi, biaya operasional 

berpengaruh signifikan terhadap laba 

asuransi syariah di Indonesia periode 

2016-2019. Setelah itu uji F 

didapatkan hasil penelitian bahwa 

secara bersama sama variabel klaim 

asuransi, hasil investasi, biaya 

operasional berpengaruh signifikan 

terhadap laba Asuransi Syariah di 

Indonesia periode 2016-2019. 

Koefisien determinasi diperoleh nilai 

R-squared sebesar 0,991965. Hal ini 

berarti menunjukkan bahwa model 

mampu menjelaskan hubungan antara 

klaim, hasil investasi, biaya 

operasional terhadap laba sebesar 99% 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan 

kedalam model. Karena nilai R² yang 

didapat dalam penelitian ini mendekati 

1 berarti model tersebut dikatakan 

baik karena hubungan antara variable 

dependen dengan variable independen 

semakin erat. 
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2. Musdalifah 

(2020) 

Analisis 

Pengakuan 

Dan 

Pengukuran 

Pendapatan 

Pada Rumah 

Sakit ( Studi 

Kasus Pada 

Rumah Sakit 

Umum Daerah 

Undata Palu) 

1. proses penakuan penerimaan 

layanan yang bersumber dari 

masyarakat (BPJS) di RSUD Undata 

Palu dimulai ketika bagian keuangan 

menerima berita pengajuan klaim dari 

pengelola JKN untuk dikirimkan ke 

BPJS kesehatan. Penundaan 

pengakuan pendapatan disebabkan 

karena proses pengajuan klaim kepada 

BPJS kesehatan cukup panjang. 

2. pengukuran pendapatan layanan 

yang bersumber dari masyarakat 

(BPJS) pada RSUD Undata Palu 

berdasarkan nilai wajar dan asas bruto, 

sesuai dengan yang diatur pada PSAK 

13. Kata kunci : pengakuan, 

pengukuran, pendapatan rumah sakit, 

BPJS kesehatan, dan tarif INA-CBG. 

Penundaan pengakuan pendapatan 

disebabkan karena proses pengajuan 

klaim kepada BPJS kesehatan cukup 

panjang. 

3. Ritonga 

(2019) 

Analisis 

Penerapan 

PSAK NO. 23 

Tentang 

Pendapatan 

(Studi Kasus 

PT. Suriatama 

Mahkota 

Kencana 

Suzuya Plaza 

Hotel Rantau 

Prapat) 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pengakuan atas pendapatan 

belum sepenuhnya di catat dengan 

metode accrual basis masih ada yang 

menggunakan cash basis. Yakni 

ketika pemesanan kamar secara 

langsung di hotel oleh costumer maka 

pembayaran dilakukan di awal dan 

dicatat sebagai kas dan pendapatan. 

Berbeda dengan pesanan melalui 

aplikasi maka pencatatan dilakukan 

setelah mendapatkan transfer dari 

pihak aplikasi tersebut, sehingga 

pencatatan atas pengakuan pendapatan 

di Suzuya Hotel belum sepenuhnya 

sesuai dengan PSAK No. 23. 

 

4. Mufti 

(2021) 

Pengakuan 

Pendapatan 

Dan Biaya 

Berdasarkan 

Standar 

1. penyusunan laporan pendapatan dan 

biaya bulanan diperoleh setelah 

adanya pencatatan penerimaan 

pendapatan dan biaya dari kegiatan 

operasional rumah sakit yang 
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Akuntansi 

Keuangan 

Pada Rumah 

Sakit Umum 

Pusat Wahidin 

Sudirohusodo 

Di Makassar 

dilakukan setiap hari. 

2. metode accrual basis diterapkan 

untuk pengakuan pendapatan dan 

biaya dimana pendapatan dan biaya 

diakui pada saat penyelesaian 

pemberian jasa. 

3. sistem akuntansi telah diterapkan 

dalam laporan keuangan di RSUP 

Wahidin Sudirohusodo dengan baik. 

Hal ini terbukti dengan wajarnya 

laporan keuangan terlampir khusus 

dalam semua hal material pada posisi 

keuangan BLU-RSUP Wahidin 

Sudirohusodo tanggal 31 Desember 

2017 serta adanya kesesuaian 

pencatatan dengan SAK. 

4. pengakuan pendapatan dan biaya 

RSUP Wahidin Sudirohuso mengikuti 

pedoman PSAK 23 yang berarti 

bahwa pelaporan keuangan telah 

sesuai dengan SAK. 

5. Sihombing 

(2018) 

Analis 

Pengakuan 

Pendapatan 

Dan Beban 

Pada Rumah 

Sakit Murni 

Teguh 

Memorial 

Hospital 

Medan. 

Penelitian ini menunjukkan metode 

pengakuan pendapatan yang 

diterapkan rumah sakit adalah 

pengakuan pendapatan secara accrual 

basis yaitu pendapatan diakui pada 

saat rumah sakit telah memberikan 

aktivitas pelayanan jasa kesehatan 

kepada pasien walaupun rumah sakit 

belum menerima pembayaran uang 

kas atau jasa pelayanan tersebut. 

Rumah sakit juga mengakui beban 

pada saat beban-beban yang ada di 

rumah sakit dikeluarkan dan 

disarankan supaya rumah sakit tetap 

mempertahankan pengawasan dan 

memperketat lagi terhadap 

pengeluaran beban dan 

menggunakannya lebih seefisien 

mungkin karena besar kecilnya beban 

yang timbul akan mempengaruhi laba 

perusahaan. 
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2.3 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka konseptual 

 

Dari kerangka konseptual di atas, dapat dijelaskan bahwa pendapatan atas 

klaim asuransi merupakan salah satu faktor penting yang dapat menjaga 

kelangsungan hidup bagi rumah sakit. Peneliti akan menganalisa dan 

membandingkan penyajian pengakuan pendapatan atas klaim asuransi Rumah 

Sakit ‘Aisyiyah berdasarkan PSAK 23 sebagai acuan pada Rumah Sakit ‘Aisyiyah 

Padang apakah data penelitian telah sesusai dengan peraturan yang telah diatur 

dalam PSAK 23 atau belum. 

RSU ‘Aisyiyah Padang 

 

Pendapatan Atas Klaim 

Asuransi 

Pengakuan Pendapatan Atas Klaim 

Asuransi Berdasarkan PSAK 23 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Kota 

Padang, karena penelitian ini berfokus pada pembahasan pendapatan atas klaim 

asuransi kesehatan. Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 3 bulan, 

yaitu dari bulan Desember sampai bulan Februari 2023. 

3.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menurut sugiyono (2018 :456) 

sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer adalah jenis data yang didapatkan secara langsung dari 

pihak pertama. Data tersebut berupa hasil wawancara dengan kepala 

bagian keuangan dan kasubag ( keuangan bagian) yang berhubungan 

dengan pengakuan pendapatan atas klaim asuransi yang dilakukan di 

Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Padang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari perusahaan 

yang sudah diolah dan terdokumentasi di perusahaan. Data sekunder pada 

umunya dapat berupa bukti, catatan, laporan, artikel yang disusun beru 

arsip baik di publikasikan dan yang tidak di publikasikan yang berhubung 

dengan penelitian ini. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat peneliti menggunakan 

instrument : 

a) Observasi 

Menurut Tersiana (2018:12) observasi adalah proses pengamatan 

menyeluruh dan mencermati perilaku pada suatu kondisi tertentu. 

Observasi dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas, individu, 

serta makna kejadian berdasarkan perpektif individu. 

b) Wawancara 

Menurut Sugiyono (2016 : 231) wawancara adalah pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalu tanya jawab, sehingga 

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian 

ini, pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan yang 

bersangkutan di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Padang. 

c) Dokumentasi 

Menurut Yusuf (2014 : 391) menyatakan bahwa dokumentasi 

berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode 

dokumentasi adalah tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-

data yang sudah ada. Peneliti mengambil data dengan teknik 

mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan keuangan yang dimiliki 

pada Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Padang. 
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3.3 Teknik Analisa Data 

Tekhnik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penulis 

akan menggambarkan proses pengakuan pendapatan klaim asuransi rumah sakit 

kemudian membandingkan apakah pengakuan atas klaim asuransi telah sesuai 

dengan PSAK 23. Tahapan analisis data yang dilakukan peneliti adalah : 

a. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak staf keuangan bagian 

pendapatan pada  Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Padang. 

b. Peneliti mengambil data dengan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan 

data yang diperoleh dari laporan keuangan yang ada pada Rumah Sakit 

Umum ‘Aisyiyah Padang. 

c. Mengumpulkan semua data dari hasil wawancara dan dokumentasi dari 

laporan keuangan. 

d. Menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. 

e. Membandingkan apakah pendapatan klaim asuransi pada Rumah Sakit 

Umum ‘Aisyiyah Padang telah sesuai dengan PSAK 23 atau belum. 

f. Membuat hasil dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum RSU ‘Aisyiyah Padang 

4.1.1 Sejarah RSU ‘Aisyiyah Padang 

RSU ‘Aisyiyah Padang merupakan RSU tipe C yang terletak di jalan H. 

Agus Salim No. 6, Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi 

Sumatera Barat. RSU ini merupakan salah satu usaha amal ‘Aisyiyah 

Muhammadiyah Kota Padang, karena alasan strategis dilimpahkan menjadi salah 

satu amal usaha naungan Muhammadiyah Kota Padang. 

RSU ‘Aisyiyah ini berdiri tahun 1966 yang awalnya merupakan klinik 

bersalin, hanya khusus melayani persalinan dimana pendirinya termotivasi karena 

adanya ibu-ibu hamil islam yang sering mengeluh karena tidak adanya Rumah 

Bersalin Islam, sehingga mereka terpaksa melahirkan dan dirawat pada bidan dan 

rumah sakit non muslim. Melihat keadaan tersebut dan seiring perkembangan 

waktu cabang ‘Aisyiyah Padang Barat melalui yayasan klinik bersalin ‘Aisyiyah 

(YKBA) memprakarsai berdirinya Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) serta 

persalinan, kemudian dirubah menjadi Rumah Sakit Bersalin ‘Aisyiyah (RSB’A) 

di tahun tujuh puluhan. Segala yang dilakukan oleh ‘Aisyiyah baik tingkat 

ranting, cabang dan partisipasi anggota ‘Aisyiyah tidak lagi terbatas pada cabang 

Padang Barat dan Kota Padang saja, tapi mengikut sertakan seluruh cabang dan 

ranting se Sumatera Barat. 
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Pada tahun 1987 klinik bersalin statusnya menjadi Rumah Sakit Umum 

‘Aisyiyah (RSU-A) Padang dan diresmikan oleh Bapak H. Azwar Anas selaku 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat tanggal 16 Oktober 1987, kemudian 

berdasarkan Surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat 

Nomor : 629/H.0/H/2006 tanggal 09 Rajab tahun 1427/H/03 Agustus 2006 

menjadi RSU ‘Aisyiyah Padang. 

4.1.2 Visi dan Misi RSU ‘Aisyiyah Padang 

1. Visi 

Rumah sakit islam yang dicintai masyarakat. 

 

2. Misi 

a) Meningkatkan Citra Rumah Sakit  yang Islami 

b) Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan 

Profesional 

c) Meningkatkan Tata Kelola Rumah Sakit 

4.1.3 Jenis Pelayanan RSU ‘Aisyiyah Padang 

a. Pelayanan Medik 

1. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam 

2. Instalasi rawat jalan (polis umum dan  spesialis) 

3. Instalasi rawat inap 

4. Instalasi rawat intensif (kamar operasi, HCU, CVCU, NICU) 

b. Pelayanan Penunjang Medik 

1. Instalasi rekam medik (24 jam) 

2. Instalasi farmasi (24 jam) 

3. Instalasi labotarium (24 jam) 
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4. Instalasi radiologi 

5. Instalasi gizi dan konsultasi gizi 

6. IPSRS & penyehatan lingkungan 

7. Ambulance (24 jam) 

8. Bimbingan rohani 

4.1.4 Struktur Organisasi RSU ‘Aisyiyah Padang 

Struktur organisasi RSU ‘Aisyiyah Padang telah sesuai Surat Pimpinan 

Wilayah Sumatera Nomor : 271/SK-PWA/a/XI/2021. 

Sumber : RSU ‘Aisyiyah Padang 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Padang 
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Struktur organisasi RSU ‘Aisyiyah Padang menggambarkan bahwa rumah 

sakit ini merupakan amal usaha persyarikatan Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah 

Sumatera Barat yang selalu berkoordinasi dengan Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah Sumatera Barat. Kemudian Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah 

Sumatera Barat memberikan wewenang kepada BPH sebagai perpanjangan tangan 

dari Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sumatera Barat untuk menjadi penyelenggara 

rumah sakit. Direktur RSU ‘Aisyiyah Padang menjadi pengelola di bidang 

manajemen dan kegiatan operasional. 

Badan Pelaksana Harian (BPH) RSU ‘Aisyiyah Padang SK Nomor : 

104/SK/PWA/A/VI/2017 RSU ‘Aisyiyah Padang. 

     Penanggung Jawab  : Dra. Hj. Meiliarni Rusli (Ketua PWA  

     Ketua   : Dra. Hj. Syarlinawati Akbar, S. Pd, MM 

     Wakil Ketua  : Dr. Fitratul Ilahi, Sp.M 

     Sekretaris    : Nurhayati Z, S.Pd 

     Bendahara    : Prof Dr.Hj. Hanifah Ma’ani,Sp.PK (k) 

     Anggota    : 1. Dra.Hj. Dahliarti Rusli, M. Pd 

2.  Dra.Hj. Arni Suri, S. Pd 

3.  Febrina itiri, SE,M. Si 

4.  Yulia, S. Pd 

5. Drg. Andelisia Razag               

Pengelola / Direksi 

      Direktur   : dr. Silvi Koprina 

      Kabid Pelayanan Medik : dr. Lidya Pasimura  

      Kabag Keuangan  :  Azni Srimaidila Aziz, SE 

      Kabag Umum dan SDI : Yulia Fitria, S.Pd, MM 

 

a. Tugas BPH   

1. Menetapkan kebijakan Rumah Sakit  

2. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan  

3. Menyetujui dan menilai pelaksaan program kerja dan anggaran 

pendapatan belanja RAPB Tahunan Rumah Sakit  

4. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya  

5. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien  

6. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit  
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b. Tugas Direktur  

1. Bersama BPH menyusun Master Plan dan Rencana Strategis Rumah 

Sakit 

2. Menyusun dan mengusulkan struktur organisasi beserta uraian 

tugasnya kepada BPH untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan 

3. Menyusun dan mengusulkan program kerja dan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja (RAPB) setiap tahun anggaran diberikan 

kepada BPH untuk mendapatkan persetujuan  

4. Memberikan laporan ke BPH secara periodik  

5. Memberikan usulan dan rekomendasi kepada BPH untuk menetapkan 

kebijakan Rumah Sakit 

 

c. Tugas SPI  

1. Menilai kinerja pelayanan atau operasional melalui suatu proses yang 

sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif 

atas kinerja organisasi, program, fungsi, atau aktivitas/ kegiatan  

2. Pemeriksaan internal yang dilakukan atas kinerja unit pelayanan gawat 

darurat, rawat jalan, rawat inap, pelayanan penunjang dan pengelolaan 

sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan pengembangan serta 

pelayanan umum lainnya 

 

d. Tugas Komite Medik 

1. Meningkatkan profesionalisme kerja staf medis 

2. Menyusun data profil tenaga keperawatan  

3. Merekomendasikan perencanaan dan pengembangan profesional 

berkelanjutan untuk staf keperawatan  

4. Melakukan audit dalam bidang keperawatan dan kebidanan 

 

e. Tugas Komite Keperawatan:  

1. Menyusun data profil keperawatan  

2. Merekomendasikan perencanaan dan pengembangan profesional 

berkelanjutan bagi staf keperawatan  

 

f. Tugas Seksi Pelayanan Medik  

1. Merencanakan kegiatan pelayanan medik meliputi pelayanan gawat 

darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, pelayanan kesehatan 

akibat bencana dan wabah 

2. Menggerakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan medik dalam 

pelaksanaan diagnosa dan pengobatan pasien 

3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

pelayanan medik  
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g. Tugas Seksi Keperawatan  

1. Memberi saran dan bantuan pertimbangan yang berkaitan dengan 

pelaksaan pelayanan keperawatan kepada Direktur rumah Sakit  

2. Membuat laporan keperawatan dengan menganalisa data pelaksanaan 

informasi, dokumen dan laporan yang telah dibuat untuk diberikan 

kepada direktur  

3. Membimbing tenaga keperawatan bagaimana pendayagunaan dan 

memelihara alat 

 

h. Tugas Kabag Umum dan SDI  

Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

bagian umum dan kepegawaian, menyampaikan saran dan pertimbangan 

serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, perencanaan program, 

evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi kepegawaian, 

pengembangan sumber daya manusia, dan diklat, ketatausahaan, 

pemasaran, permasalahan, hukum, perpustakaan, serta hubungan 

masyarakat dilingkungan rumah sakit. 

 

i. Tugas Kabag Keuangan 

1. Menyusun laporan bulanan, triwulan, dan tahunan Rumah Sakit sesuai 

dengan peraturan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas 

2. Melaksanakan, mengatur, mengkoordinasikan, menggerakan 

pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, belanja dan pendapatan, 

penyusunan anggaran rutin serta akuntansi dan verifikasi keuangan 

Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Padang 

3. Mengatur dan mengkoordinasikan penagihan piutang pasien dengan 

cara koordinasi dengan unit pelayanan yang bersangkutan 

4. Melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan yang telah dilakukan 

dan menyampaikan saran serta menyusun laporan pelaksanaan 

kegiatan perbendaharaan, mobilisasi, dan interfikasi pendapatan 

menyusun anggaran pendapatan dan belanjaan. 
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4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1 Prosedur Pendaftaran Asuransi BPJS RSU ‘Aisyiyah Padang 

 Prosedur merupakan langkah-langkah atau tahapan yang saling 

berhubugan yang wajib dilengkapi oleh pasien asuransi. Dalam tata cara 

mengajukan pendaftaran BPJS di Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Padang pasien 

bisa menggunakan pendaftaran melalui online via aplikasi WhatsApp ataupun 

langsung datang ke rumah sakit untuk melakukan pendaftaran offline. Adapun 

alur layanan asuransi di RSU ‘Aisyiyah Padang seperti berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Diolah Sendiri Berdasarkan Informasi 

 

Gambar 4.2 

Alur Pendaftaran Pasien Asuransi BPJS RSU ‘Aisyiyah Padang 

Proses pendaftaran pasien asuransi BPJS terdiri dari beberapa langkah-

langkah yang harus di perhatikan, sebagai berikut : 

1. Pasien mendaftar melalui WhatsApp ke nomor yang telah disediakan 

dan mengirimkan format Nama, No. MR, Dokter yang dituju, dan 

Lampiran  persyaratan 

2. Petugas MR melakukan penginputan data dan cetak data, kemudian 

membalas pesan calon pasien 

Pasien 
Mendaftar (melengkapi semua lampiran 

persyaratan asuransi BPJS) 

Pasien diperiksa oleh dokter 

untuk tindakan medis lanjut 

Pasien mendaftar ulang diloket 

pendaftaran 

Petugas MR menyiapkan 

dokumen dan memberikan 

kebagian pendaftaran 

Petugas MR meng-input data 

pasien dan membuat kartu 

pasien 

Petugas mengantar 

pasien ke poli 
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3. Petugas MR menyiapkan dokumen dan diserahkan ke pendaftaran 

4. Kemudian calon pasien mendaftar ulang di loket pendaftaran 

5. Selanjutnya petugas Runner mengantar pasien ke poli 

6. Pasien diperiksa oleh dokter untuk pemeriksaan medis pasien lebih 

lanjut. 

7. Lalu bagian pendaftaran akan meng-input data pasien kedalam 

komputer sebagai prosedur pendaftaran pasien yang baru. 

 

4.2.2 Prosedur Klaim Asuransi RSU ‘Aisyiyah Padang 

 Klaim asuransi merupakan hak bagi pemegang polis dan tidak sulit untuk 

dilakukan, selama seluruh syarat dan ketentuan dokumen telah terpenuhi sesuai  

ketentuan.  

Alur SIMRS (Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)  

Asuransi BPJS  RSU ‘Aisyiyah Pada 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Diolah Sendiri Berdasarkan Informasi 

Gambar 4.3 

Alur Dokumen Asuransi BPJS RSU ‘Aisyiyah Padang 

-Pengolahan 

data fisik 

-Pengolahan 

data dokumen  

-Analisa 

kelengkapan 

data 

-Analis 

kelengkapan file 

-rekapitulasi data 

klaim menggunakan 

vitur V-CLAIM 

-Input 

kelengkapan 

data dari SEP, 

data     V-CLAIM, 

layanan (tarif), 

diagnosa 

-Grouping 

-final 

REKAM MEDIS 

PENDAFTARAN 

DOKUMEN SEP 

(FISIK) 

DOKUMEN 

RESUME MEDIS 

(FISIK) 

DOKUMEN 

EKSPERTISE 

(FISIK & PDF 

FILE) 

DOKUMEN RESEP 

(FISIK & PDF FILE) 

DOKUMEN 

FAKTUR (FISIK & 

PDF FILE) 

-PIUTANG ARSIP 

PELAYANAN FISIK DAN 

DATA UNTUK BPJS 

BAHV BPJS Asuransi BPJS 

POLI KLINIK PENUNJANG FARMASI/APOTIK KASIR 

CASEMIX APLIKASI INA-CBG’s 
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Alur dokumen klaim asuransi BPJS RSU ‘Aisyiyah Padang, dimana dokumen 

tersebut akan di proses dari pendaftaran sampai terverifikasi, sebagai berikut : 

1) Entri Data dan Pengajuan Klaim Asuransi BPJS 

a. Pendaftaran 

Pasien yang telah mengikuti prosedur RSU ‘Aisyiyah 

Padang pendaftaran akan membuatkan Surat Ebligasi Peserta 

(SEP). 

b. Poliklinik 

Selanjutnya di arahkan ke bagian poli dan pasien diagnosa 

untuk menentukan apakah pasien di rawat inap atau di rawat jalan 

oleh dokter.  

c. Farmasi 

Jika pasien memerlukan obat dokter akan memberikan 

resep obat yang dicatat kepada bagian farmasi, dan bagian farmasi 

akan  menyiapkan obat pasien.  

d. Rekam Medis 

Pasien dalam keadaan darurat yang diharuskan untuk 

pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan rekomendasi dokter, seperti 

pemeriksaan laboratorium dan radiologi sesuai perintah 

departemen bagian bangsal akan  mengirimkan surat rekomendasi 

pemeriksaan laboratorium dan radiologi kepada pasien. Bagian 

laboratorium dan radiologi yang menerima surat pengantar 

pemeriksaan laboratorium kemudian memeriksa pasien. Bagian 
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laboratorium dan radiologi menghitung biaya pemeriksaan pasien 

serta dokumentasinya. Ketika pasien keluar dari rumah sakit semua 

pembayaran administrasi ditanggung oleh asuransi BPJS, kartu 

laboratorium dan bukti pemeriksaan radiologi langsung diserahkan 

departemen bagian bangsal ke kasir untuk di catat. 

e. Kasir 

Berkas klaim yang akan diverifikasi untuk rawat inap 

adalah surat perintah rawat inap, SEP, resume medis yang 

ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), 

bukti pelayanan yang mencantumkan diagnosa dan prosedur serta 

ditandatangani oleh DPJP, obat khusus dan berkas pendukung 

lainnya. Berkas klaim yang akan diverifikasi untuk rawat jalan 

meliputi SEP, bukti pelayanan yang mencantumkan diagnosis dan 

prosedur serta ditandatangani oleh DPJP, jadwal pemberian obat 

khusus dan berkas pendukung lainnya.  

Setelah semua proedur selesai, kasir mengumpulkan 

dokumen yang terkait biaya administrasi asuransi BPJS, jika pasien 

merupakan pasien rawat inap bagian pendaftaran akan 

menyerahkan berkas rekam medis, dan data pasien rawat inap di 

lembar kedua. Bagian laboratorium menyerahkan kartu 

laboratorium. Bagian radiologi menyerahkan rekening radiologi. 

Bagian farmasi menyerahkan berkas permintaan obat apotek. 

Bagian poli menyerahkan pemeriksaan poli. Semua biaya 
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berdasarkan bukti dokumen transaksi tersebut di-input dalam 

komputer dan dibuatkan laporan oleh bagian kasir. Dokumen 

pertama rawat inap terdiri dari 2 lembar. Lembar pertama untuk 

bagian pendapatan dan lembar kedua untuk bagian bendahara. 

Dokumen kedua merupakan rekap kwintansi pasien rawat inap 

yang telah disusun oleh kasir untuk dicek bagian pendapatan dan 

bendahara. 

f. Pengajuan Klaim ke BPJS Oleh Bagian Casemix 

Semua dokumen BPJS asuransi akan di coding terlebih 

dahulu oleh bagian casemix. Pada proses penagihan tim casemix 

dapat menggunakan aplikasi bawaan dari Kemenkes menggunakan 

aplikasi National Casemix Center (NCC). Casemix merupakan 

suatu sistem pengelompokkan pasien berdasarkan kemiripan 

karakteristik yang diagnosis sesuai kondisi pasien untuk 

mengestimasi pengeluaran biaya yang berlebihan menggunakan 

aplikasi INA-CBG’s yang berada dibawah Pusat Pembiayaan Dan 

Jaminan Kesehatan (PPJK) Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia. Aplikasi ini mengelompokkan menggunakan kode-kode 

yang terdiri 14.500 kode diagnosa (ICD-10) dan 7.500 kode 

prosedur/tindakan (ICD-9-CM). Dalam penentuan tarif pada 

program CBG’s data analytics telah menyediakan fitur V-CLAIM 

(Virtual Claim) untuk semakin mempermudah casemix 

memasukkan berbagai tagihan klaimnya sesuai dengan kelompok 
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grub tarif yang ada di INA-CBG’s. V-CLAIM menyediakan 

berbagai prediksi nilai klaim, prediksi tersebut digenerate dari 

diagnosa pasien saat pembuatan SEP, yang kemudian dilakukan 

analisa dari berbagai history selama 4 bulan terakhir, pada hasil 

prediksi juga ditampilkan kemungkinan diagnosa yang dibentuk 

oleh tim casemix baik berupa diagnosa pertama, serta ditampilkan 

pula berbagai macam prosedur (ICD9CUM)nya. Berkas yang telah 

di inputkan oleh bagian casemix melalui aplikasi V-CLAIM 

selanjutnya menunggu verifikasi BAHV (Berita Acara Hasil 

Verifikasi BPJS) dari bagian asuransi BPJS. 

g. BAHV (Berita Acara Hasil Verifikasi BPJS) 

Setelah pihak asuransi BPJS memverifikasi klaim melalui 

BAHV, bagian casemix akan memeriksa berkas BAHV dan 

mengunduh berkas terebut. Berkas serta surat pengantar dan 

kwintansi rumah sakit akan diberikan kepada direktur rumah sakit 

untuk ditandatangani baru dikirimkan kembali ke pihak asuransi 

BPJS. 
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Sumber : RSU ‘Aisyiyah Padang 

 

Gambar 4.4 

Aplikasi INA-CBG’s 

 

 

Sumber : RSU ‘Aisyiyah Padang 

Gambar 4.5 

Aplikasi VCLAIM 



39 
 

 
 

2) Verifikasi Klaim Asuransi BPJS 

BPJS kesehatan melakukan pembayaran terhadap berkas klaim 

yang dinyatakan lengkap setelah melalui beberapa tahapan verifikasi, baik 

verifikasi administrasi kesepakatan, verifikasi administrasi pelayanan 

medis, verifikasi pelayanan maupun verifikasi menggunakan sofware 

aplikasi. Proses verifikasi administrasi pelayanan dilakukan dengan 

mencocokkan kesesuaian berkas klaim terhadap berkas yang 

dipersyaratkan. Pengajuan klaim ke pihak asuransi yang di lakukan RSU 

‘Aisyiyah Padang harus menunggu sekitar 2 minggu hingga bisa klaim itu 

di cairkan. Selain itu, rumah sakit ini mencairkan klaim selama sebulan 

sekali dan proses asuransinya selama 15 hari kerja. Salah satu faktor 

penting yang menentukan klaim di pending, klaim di kembalikan 

(dispute), ataupun klaim diterima (terverifikasi) adalah pengkodean 

(coding) diagnosis dan tindakan pada dokumen rekam medis.  

a) Klaim Pending 

Pengajuan klaim asuransi oleh RSU ‘Aisyiyah Padang 

terjadi penundaan klaim, disebabkan karena berkas klaim yang 

diajukan oleh rumah sakit belum lengkap sehingga pengajuan 

klaim tersebut menjadi cukup panjang dan terjadinya klaim 

pending. Berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan oleh BPJS 

kesehatan yang disebabkan kurang berjalannya filter dalam proses 

memenuhi kelengkapan berkas klaim dari ruangan administator 

klaim, dan masih adanya ketidaklengkapan dalam pengisian berkas 
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persyaratan klaim BPJS pasien rawat inap mengakibatkan  proses 

pencairan dana menjadi tertunda. 

Apabila terjadi klaim pending, bagian casemix akan 

memperbaiki berkas dokumen yang belum lengkap tanggal 20 

setiap bulannya dan proses perbaikan selama 14 hari kerja, setelah 

itu baru diajukan kembali ke pihak asuransi BPJS. 

b) Dispute (Pengembalian Klaim) 

BPJS kesehatan melakukan verifikasi terhadap klaim tetapi 

klaim tersebut dikembalikan (dispute) ke pihak rumah sakit, 

dispute terjadi dikarenakan terdapat ketidaksesuaian atau 

ketidaksepakatan dimana berkas yang diajukan pihak rumah sakit 

belum lengkap atas klaim yang menyangkut pelayanan atau 

tindakan klinis. Oleh karena itu, bagian casemix akan melakukan 

revisi untuk diajukan kembali ke BPJS kesehatan setelah rumah 

sakit melakukan perbaikan (kelengkapan yang di syaratkan).  

c) Klaim di verifikasi 

Klaim yang telah terverifikasi oleh pihak asuransi BPJS 

adalah hasil final (klaim diverifikasi), dimana semua proses dan 

ketentuan berkar yang telah lengkap sesuai prosedur yang 

ditetapkan asuransi BPJS. 
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4.2.3 Pengakuan Pendapatan Klaim Asuransi Kesehatan RSU ‘Aisyiyah 

Padang 

 

Pengakuan pendapatan adalah penentuan yang sangat berpengaruh 

terhadap pendapatan rumah sakit, mengingat apabila terjadi kesalahan dalam 

penentuan pengakuan ini dapat beresiko pada kelayakan laporan keuangan yang 

juga berpengaruh terhadap kualitas pengambilan keputusan oleh pihak 

manajemen. Salah satu pendapatan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum 

‘Aisyiyah Padang adalah pendapatan atas klaim asuransi kesehatan, karena 

pendapatan ini juga sebagai pendapatan yang paling banyak diterima oleh pihak 

rumah sakit, sehingga akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam 

penyajian laporan keuangan. Apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan 

pendapatan atas klaim asuransi kesehatan, maka akan turut mempengaruhi 

kelayakan jumlah laba yang seharusnya diakui oleh pihak rumah sakit. 

Metode yang digunakan dalam pengakuan pendapatan klaim asuransi 

BPJS pada Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Padang masih menggunakan cash 

basis, karena pendapatan hanya akan diakui apabila uang telah diterima dan 

dicairkan via bank atau sudah dilakukan pembayaran oleh pasien. Pendapatan 

berbasis kas biasa atau disebut sebagai penerimaan atau di Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 13 tentang Akuntansi Badan Layanan Umum 

(BLU). Pendapatan berbasis kas dicatat apabila Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah 

Padang menerima kas atas pelayanan jasa/produk yang diberikannya. Pengakuan 

pendapatan dari pasien yang menggunakan asuransi baik asuransi swasta atau 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah 
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(Jamkesda). Pengakuan pendapatan pada pasien berjaminan dilakukan pada saat 

pelayanan sudah selesai diberikan kepada pasien.  

Rumah sakit umum ‘aisyiyah padang lebih mudah mengakui dan 

mengukur pendapatan dari pasien yang menggunakan asuransi swasta, karena 

biasanya tarif pasien dengan asuransi swasta mengacu kepada tarif yang berlaku 

pada rumah sakit. Sementara itu, pasien JKN harus menunggu kepastian jumlah 

nominal yang bisa diakui dan harus menunggu proses verifikasi. 

RSU ‘Aisyiyah Padang dalam melakukan pengakuan pendapatan atas 

klaim asuransi pasien JKN/BPJS harus menunggu sekitar 2 minggu hingga bisa 

pendapatan tersebut diakui. Selain itu, rumah sakit ini mencaikan klaim selama 

sebulan sekali, dan proses asuransinya selama 14 hari kerja. 

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran klaim BPJS oleh pihak asuransi 

kepada pihak rumah sakit, maka akan dikenakan denda.  Denda keterlambatan 

tersebut bisa menjadi pendapatan bagi rumah sakit. Pendapatan dari denda 

tersebut langsung dibayarkan pihak asuransi BPJS melalui via bank rumah sakit, 

tetapi bagian casemix tidak tahu bagaimana proses dan berapa denda yang 

dibayarkan oleh bagian asuransi BPJS tersebut. 

Pengakuan pendapatan dapat dirujuk kepada Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Berdasarkan PSAP dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010, pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas 

pendapatan tersebut. Pendapatan LRA diakui pada saat kas di terima di rekening 

kas negara/daerah atau oleh entitas pelaporan. Pengakuan pendapatan basis kas 
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untuk pengakuan belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan 

basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. 

Menurut PSAK 23 Paragraf 14, suatu perusahaan jasa dapat mengakui 

pendapatan apabila hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal. Adapun 

kriteria andal sebagai berikut: 

1. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal 

2. Ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan 

dengan transaksi akan mengalir kepada entitas 

3. Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat 

diukur secara andal, dan 

4. Biaya yang terjadi dalam transaksi dan biaya penyelesaian transaksi 

dapat diukur secara andal. 

 

RSU ‘Aisyiyah Padang menggunakan basis kas sebagai pengakuan 

pendapatan yaitu untuk memperlihatkan posisi laporan keuangan yang sebenarnya 

terjadi, dan perusahaan tidak perlu membuat pencadangan untuk kas yang belum 

tertagih. Rumah sakit hanya menyimpan dokumen sebagai arsip untuk bukti telah 

terjadinya suatu transaksi klaim asuransi pada rumah sakit.  

Basis akrual yang belum diterapkan pada rumah sakit ini terkendala untuk 

menganggarkan kondisi gambaran keuangan yang akurat dalam mengukur kinerja 

perusahaan, dikarenakan proses dan pengajuan klaim ke pihak asuransi lebih 

panjang sehingga sulit untuk menganggarkan biaya-biaya yang akan diajukan ke 

pihak asuransi kesehatan. Penganggaran biaya ini mempengaruhi pengajuan klaim 

ke pihak asuransi, dimana pengajuan klaim tersebut tidak sesuai nominal yang 

dicairkan oleh pihak asuransi BPJS. 
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Sebagai contoh, rumah sakit mengajukan klaim ke pihak asuransi sebesar 

Rp. 50.000.000,- tetapi yang di verifikasi oleh pihak asuransi BPJS sebesar Rp. 

35.000.000 yang menyebabkan selisih/kurang bayar. Apabila terjadi hal seperti 

ini, pasien BPJS tidak ditanggungkan untuk membayar selisih nominal yang 

kurang, melainkan ditanggungkan oleh pihak rumah sakit, hal ini dapat 

mengganggu sistem operasional yang ada di rumah sakit yang menyebabkan 

berkurangnya pendapatan atas klaim asuransi kesehatan. 

4.2.4 Pengakuan Pendapatan Menurut PSAK 23 

Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Padang di dalam melakukan pengakuan 

pendapatan ketika sudah muncul hak dan telah ada kemungkinan besar aliran 

masuk kepada entitas. Namun, Rumah Sakit Umum’Aisyiyah terkendala dalam 

proses pengukuran besarnya nominal pasien asuransi kesehatan JKN, karena perlu 

melalui mekanisme verifikasi yang prosesnya relatif lama. 

Tertundanya pengukuran pendapatan dari pasien JKN menyebabkan 

permasalahan saat Rumah Sakit akan menyusun laporan operasional baik secara 

bulanan, triwulan ataupun tahunan. Jumlah pasien JKN yang signifikan di Rumah 

Sakit Umum ‘Aisyiyah Padang akan menyebabkan tertundanya akun pendapatan 

di dalam laporan operasional rumah sakit. Selain itu, apabila tidak diakui maka 

akan ada pendapatan pasien JKN yang berpengaruh besarannya, sementara jika 

diakui maka harus ada besaran nominal yang dicatat dalam laporan pendapatan. 

Melihat hal ini, Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Padang dalam pengakuan 

pendapatan klaim mengacu kepada tarif pasien umum, namun tentunya hal ini 

akan menimbulkan masalah yang besar ketika nantinya harus ada penyesuaian 
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ulang saat klaim sudah terverifikasi, sehingga Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah 

masih belum menerapkan pencatatan sesuai PSAK 23 dengan baik. 

Menurut PSAK 23 Paragraf 19, bahwa “Jika hasil transaksi yang terkait 

dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan 

sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan megacu pada tingkat 

penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan.” 

Pengakuan pendapatan baru bisa diakui apabila entitas telah menerima 

aliran sumber daya ekonomi, yang dapat berupa kas maupun non kas tanpa 

didahului adanya penagihan. Aliran sumber daya ekonomi ke entitas yang diakui 

sebagai pendapatan adalah aliran sumber daya ekonomi yang meningkatkan nilai 

ekuitas. Apabila aliran sumber daya ekonomi yang diterima oleh entitas tidak 

meningkatkan ekuitasnya, maka tidak termasuk ke dalam kategori pendapatan. 

Jurnal untuk pengakuan pendapatan tanpa didahului adanya penagihan 

dinamakan dengan metode accrual basis, sebagai berikut : 

Piutang     Rp…….. 

 Pendapatan klaim asuransi BPJS  Rp……. 

 

Pengakuan pendapatan klaim asuransi kesehatan menggunakan akuntansi 

basis kas, saat belum menerima pembayaran klaim BPJS, maka Rumah Sakit ini 

belum bisa mengakuinya sebagai pendapatan. Klaim yang di kirim ke pihak 

asuransi BPJS setelah dilakukan verifikasi, pihak rumah sakit akan menerima nilai 

klaim yang disebut dengan pendapatan klaim bagi rumah sakit. Klaim dilakukan 

setiap bulan dan dikirim setiap bulan, selanjutnya diverifikasi ulang oleh asuransi 

BPJS misalnya pasien A menggunakan obat berapa, pelayanan dokter berapa, dan 

akses berapa setelah itu nilai nominal yang dicairkan oleh pihak asuransi BPJS. 
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Pengakuan jasa layanan BPJS setelah hasil verifikasi dan menentukan nilainya, 

nilai itu dianggap sebagai pendapatan rumah sakit. Setelah dilakukan pencairan 

maka diakui sebagai pendapatan rumah sakit, di jurnal seperti berikut : 

Kas      Rp………. 

Pendapatan klaim asuransi BPJS  Rp…….. 

 

Selain dari pendapatan klaim asuransi, Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah 

Padang juga menerima dana talangan. Dana talangan adalah dana yang disediakan 

oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih 

dahulu kepada kreditur bank dan akan menjadi utang bank tersebut kepada bank 

Indonesia dengan meminjam uang ke bank menggunakan wesel sebagai jaminan. 

Bank akan memberikan pinjaman tetapi dikurangi dengan bunga yang 

diperhitungkan dengan selama jangka waktu, bunga yang diperhitungkan ini 

disebut juga dengan diskonto. Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Padang menerima 

dana talangan dari Bank BSI, kelebihannya untuk membantu operasional rumah 

sakit supaya jalan terus. 

Jurnalnya : 

 Piutang     Rp…….. 

Pendapatan klaim asuransi BPJS  Rp……… 

 

 Kas      Rp……... 

 Beban bunga     Rp……... 

  Piutang     Rp……… 

 

 

Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Padang merupakan Rumah Sakit yang 

berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Kebijakan akuntansi di Rumah 

Sakit ini menggunakan basis kas dalam melakukan pencatatan transaksi dan 

pengakuan pendapatan. Basis kas adalah suatu kejadian akuntansi yang diakui dan 
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dicatat pada saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran kas. Oleh karena itu, 

pengakuan pendapatan yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah 

Padang masih belum sesuai dengan PSAK 23 tentang Pendapatan.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Sebagian besar pendapatan RSU ‘Aisyiyah Padang berasal dari pendapatan 

klaim asuransi BPJS kesehatan. Metode serta pengakuan disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Metode pengakuan pendapatan yang diterapkan RSU ‘Aisyiyah Padang 

masih menggunakan metode cash basis yang didasarkan pada aktivitas kas 

perusahaan. 

2. Pendapatan diakui setelah dana klaim asuransi di transfer via bank oleh 

pihak asuransi pada RSU ‘Aisyiyah Padang. 

3. RSU ‘Aisyiyah belum menerapkan pengakuan pendapatan berdasarkan 

PSAK 23, karena RSU ‘Aisyiyah Padang masih menggunakan metode 

cash basis karena pencairan BPJS membutuhkan waktu yang lama, dan 

tidak semua pengajuan klaim diakui BPJS sehingga sering berbeda antara 

nominal klaim yang diajukan dengan yang dicairkan. 

4. Anjuran Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah sebagai pemilik RSU ‘Aisyiyah 

Padang, bahwa semua rumah sakit ‘Aisyiyah harus menerapkan metode 

accrual basis dan RSU ‘Aisyiyah Padang mulai tahun 2023 sudah 

menggunakan metode accrual basis. 

5. Salah satu alasan RSU ‘Aisyiyah Padang masih belum menggunakan 

metode accrual basis karena rumah sakit belum bisa menggambarkan 

kinerja tahun tersebut.  
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5.2 Saran 

Rumah sakit umum ‘Aisyiyah Padang perlu menggunakan metode 

pengakuan pendapatan atas klaim asuransi kesehatan berbasis accrual agar dapat 

mengukur kinerja manajemen dari tahun ke tahun. Selain itu, manajemen bisa 

menentukan pengeluaran anggaran biaya-biaya operasional pada Rumah Sakit 

Umum ‘Aisyiyah Padang.
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Lampiran 1 : Pertanyaan Wawancara Di RSU ‘Aisyiyah Padang 

 

 

Narasumber : 1. Bagian Pendapatan Ibuk Linda Wati, S.E 

   2. Bagian Casemix Ibuk Yetra Susanti, Amd. RM 

 

1. Apakah RSU ‘Aisyiyah Padang menerima pasien asuransi ? 

2. Apa saja asuransi yang diterima ? 

3. Seperti apa proses pelayanan asuransi di RSU ‘Aisyiyah Padang ? 

4. Berapa persen dibandingan dengan pendapatan pasien asuransi dengan 

pasien umum ? 

5. Kapan biaya klaim asuransi diterima oleh RSU ‘Aisyiyah Padang? 

6. Sekali berapa lama klaim itu dicairkan? 

7. Dokumen apa saja yang harus dipenuhi oleh pasien asuransi dalam 

mengklaim asuransi kesehatan di RSU ‘Aisyiyah Padang ? dan bagaimana 

prosedurnya ? 

8. Bagaimana pengakuan pendapatan klaim asuransi kesehatan di RSU 

‘Aisyiyah Padang? 

9. Dalam pengakuan pendapatan, ada dua metode yaitu metode cash basis 

dan metode accrual basis. Metode apa yang diterapkan oleh pihak RSU 

‘Aisyiyah Padang untuk pengakuan pendapatannya? 

10. Pendapatan apa saja yang diterima oleh RSU ‘Aisyiyah Padang, apakah 

pendapatan premi jangka panjang, pendapatan premi jangka pendek atau 

pendapatan lain? 

11. Apakah pernah terjadi klaim pending? Dan kenapa klaim pending bisa 

terjadi? 

12. Berapa lama klaim pending baru bisa diakui? 

13. Apakah pernah terjadi klaim dikembalikan (dispute)? 

14. Apakah pernah terjadi dana talangan? 

15. Apa kelebihan dari dana talangan? 

16. Apa kekurangan dana talangan? 

17. Seperti apa prosedur atau alur penerimaan klaim asuransi di RSU 

‘Aisyiyah ? 

18. Dari semua asuransi yang diterima, seperti apa konsep serta prosedur 

pengklaimnya?
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Lampiran 2 : Dokumentasi 

 

 

Bersama Staf  keuangan bagian pendapatan Ibuk Linda Wati, S.E 

 

 

 

 

Foto bersama dengan bagian case-mix Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Padang 
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